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Abstract: One of the most appropriate parameters used to describe how zakat is supposed to be
ideally managed is by tracing back to how it was done in the beginning era of Islam.
This is the reasons why this research was done, that is, to figure out siyasah syar’iyyah
of zakat management in the early periods of Islam and become the parameters for
current situation expectedly. This study was a library research employing analytical
descriptive approach. Based on the data obtained, it was understood that siyasah
syar’iyyah in the early periods of Islam respected the principles of justice and prosperity
and prioritized the commands of Allah compared to other considerations. In addition,
In the era of Rasulullah SAW, the management of zakat was done by himself and
assisted by the companions who were assigned to collect the zakat. Even in the era of
Abu Bakar Siddiq, the policy on fulfilling the responsibility on zakat was made clear
and strict. As a result, those Moslems who were reluctant to fulfill the responsibility
would be regarded as the enemy of Islam. Though the implementation of the policy was
made easier in the era of Ustman bin Affan, it did not indicate that (Islamic) state had
less authority to manage zakat.
Kata kunci: siyasah syar’iyyah, pengelolaan zakat, awal Islam
PENDAHULUAN
akat merupakan salah satu
rukun Islam yang menjadi ke-
wajiban agama (al-Kahlani, t.th.:
120). Kewajiban zakat dibebankan
atas harta kekayaan seseorang me-
nurut aturan tertentu (MD. Ali, 1988:
9). Zakat dalam Islam sama nilainya
dengan rukun Islam yang lain, se-
perti syahadat, shalat, puasa di bulan
Ramadhan dan haji. Mengingkari
zakat sama halnya dengan menging-
kari shalat dan yang lainnya. Kon-
sekwensi dari hal ini adalah bahwa
tidak sempurna iman seorang mus-
lim kecuali dengan membayarkan
zakat (Ghaziy Inayah, 1993: 36). Di
sinilah letak pentingnya  kewajiban
zakat bagj  umal  Islam. Masalahnya
terlelak pada eksistensi peraturan-
nya yang hanya mengatur tentang
pengelolaan tanpa mengikat kepada
orang yang wajib zakat.
Tanggungjawab pengelolaan
zakat berbeda-beda pada masing-
masing negara, baik negara yang
dengan jelas menyatakan eksistensi-
nya sebagai negara Islam ataupun
negara yang mengakui eksistensi
agama Islam. Keadaan seperti ini
mengindikasikan bahwa pemerintah
masing-masing negara punya ke-
Z
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bijakan tertentu dalam hal penge-
lolaan zakat. Kcbijakan pemerintah
Indonesia sebagai contoh, pada ta-
hun 1999 telah mengeluarkan dan
menetapkan suatu undang-undang
tentang pengelolaan zakat. Salah
satu sasaran penetapan undang-un-
dang ini adalah untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat (khusus-
nya umat Islam). Secara konsep
teologis, zakat di samping menjadi
faktor pembersih harta dan pengikis
karakter kikir, juga berperan penting
dalam mengurangi jumlah kemiskin-
an. Bahkan lebih dari itu bisa di-
rancang sebagai sumber pendapatan
nasional yang signifikan.
Namun, sejauh ini (sampai
tahun 2009), dengan adanya undang-
undang dimaksud perubahan yang
ada belum begitu signifikan. Ke-
nyataan menunjukkan bahwa zakat
termasuk kewajiban yang belum
ditunaikan secara baik di kalangan
umat Islam. Kenyataan ini disebab-
kan oleh kelemahan yang tetap
belum diselesaikan secara tuntas. Di
antaranya adalah belum adanya
otoritas sosial, dukungan politis dan
yuridis dalam pelaksanaan zakat.
Selama ini pelaksanaan zakat masih
diserahkan kepada kerelaan umat.
Tak heran, kata pakar zakat,
Surahman Hidayat, bila banyak ka-
langan masyarakat yang lebih me-
milih memberikan sumbangan suka-
rela meski dalam jumlah besar
daripada mengeluarkan hartanya
untuk membayar zakat sebagai pem-
bersih harta yang ia miliki. Lebih
lanjut, Surahman mengatakan bah-
wa keberadaan aturan normatif ten-
tang zakat belum optimal.
Problema yang muncul seba-
gaimana terungkap sebelumnya,
mutlak memerlukan solusi alternatif
terbaik. Apalagi ketika muncul pe-
mahaman bahwa salah satu faktor-
nya adalah tidak terlaksananya zakat
dengan baik. Suatu yang pasti
adalah, tidak ada yang keliru dengan
perintah Allah dalam memberikan
kewajiban zakat. Kalaulah ingin me-
nelusuri kekeliruannya tentu dengan
merujuk bagaimana pelaksanaan
zakat di kalangan umat Islam. Untuk
itu, langkah utama yang mesti di-
lakukan adalah meninjau kembali
keberadaan peraturan yang meng-
atur persoalan pengelolaan zakat.
Hal ini sesuai dengan pendapat
Soerjono Soekanto (1993: 5) yang me-
nyatakan bahwa ada lima macam
faktor yang ikut mempengaruhi
penegakan hukum. Kelima faktor
tersebut adalah seperti disebutkan di
bawah ini:
1. Faktor hukumnya sendiri
(undang-undang)




3. Faktor sarana atau fasilitas
yang mendukung penegakan
hukum
4. Faktor masyarakat, yakni   ling-
kungan  di  mana  hukum  ber-
laku atau diterapkan
5. faktor  kebudayaan, yakni  se-
bagai  hasil  karya,  cipta  dan
rasa yang didasarkan pada
karsa manusia di dalam per-
gaulan hidup.
Bertitik tolak dari pendapat
Soerjono Soekanto di atas, bisa saja
semua faktor yang dikemukakannya
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mcnjadi titik lemah dalam masalah
pengelolaan zakat. Sebabnya adalah
karena kelima faktor tersebut di atas
saling berkaitan dengan eratnya,
oleh karena merupakan esensi dari
penegakan hukum, serta merupakan
tolok ukur daripada efektifitas
penegakan hukum. Agar lebih fokus,
dalam konteks ini dilakukan pene-
lusuran terhadap upaya pemben-
tukan undang-undang tentang pe-
ngelolaan zakat.
Eksistensi kodifikasi Hukum
Islam tentang pengelolaan zakat ini
perlu dianalisis dalam upaya mene-
mukan formula yang menjadi pe-
nyebab tidak tercapainya sasaran
zakat di Indonesia. Beberapa hal
yang patut menjadi perhatian adalah
berawal dari faktor-faktor penyebab
munculnya kodifikasi Hukum Islam
tentang pengelolaan zakat. Begitu
juga halnya dengan implikasi kodi-
fikasi Hukum Islam tentang penge-
lolaan zakat terhadap kebijakan
Hukum Nasional.
Pertimbangan lain terhadap
upaya mengkritisi upaya kodifikasi
Hukum Islam tentang pengelotaan
zakat ini adalah sebagaimana di-
kemukakan oleh Mohammad Daud
Ali. Mohammad Daud Ali menge-
mukakan bahwa konsepsi zakat me-
rupakan konsep pengertian dan
pemahaman mengenai zakat hasil
ijtihad manusia. Di dalam al-Qur'an
hanya disebutkan pokok-pokoknya
saja yang kemudian dijelaskan oleh
Sunnah Nabi Muhammad. Penjabar-
annya yang tercantum di dalam
kitab fikih lama, kelihatannya tidak
sesuai lagi dengan keadaan seka-
rang. Fikih zakat yang ada yang di-
ajarkan pada lembaga-lembaga pen-
didikan Islam di Indonesia hampir
seluruhnya hasil perumusan para
ahli beberapa abad yang lalu yang
dipengaruhi oleh situasi dan kondisi
setempat masa itu. Perumusan ter-
sebut banyak yang tidak tepat lagi
untuk dipergunakan mengatur zakat
dalam masyarakat modern sekarang
ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia
sekarang yang mempunyai sektor-
sektor industri, pelayanan jasa misal-
nya tidak tertampung oleh fikih
zakat yang telah ada itu (MD Ali,
1980: 54).
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan   pe-
nelitian kepustakaan (library research)
dengan menggunakan bahan-bahan
koleksi perpustakaan saja. Penelitian
kepustakaan digunakan dengan per-
timbangan bahwa data pustaka tetap
andal dalam upaya menjawab per-
soalan penelitian dan pustaka meru-
pakan tambang emas yang begitu
kaya untuk riset ilmiah, serta kondisi
data pustaka tidak dibatasi oleh
ruang dan waktu sehingga lebih
mudah untuk menghimpunnya. Pen-
dekatannya adalah deskriptif-ana-
litis. Pendekatan deskriptif-analitis
diartikan sebagai upaya pemaparan
siyasah syar’iyyah tentang pengelola-
an zakat pada masa awal Islam.
Setelah selesai dipaparkan sedemi-
kian rupa, kemudian dianalisis se-
hingga tercapai sasaran yang di-
inginkan dari penelitian ini.
Data dikategorikan kepada
data sekunder yang diperoleh dari
tangan kedua, bukan data orisinil
dari tangan pertama di lapangan.
Pengumpulan data seperti ini di-
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tempuh secara simultan sampai data
dirasa cukup untuk digunakan da-
lam menjawab dan menganalisis
persoalan penelitian. Sedangkan





Siyasah Syar'iyyah dapat dikata-
kan sebagai kebijakan syari'ah, yaitu
sebuah doktrin hukum Islam yang
memberi kekuasaan kepada pe-
nguasa atau pemerintah untuk me-
nentukan bagaimana syari'ah dite-
rapkan dalam kehidupan bermasya-
rakat dan bernegara (Rifyal Ka’bah,
2005: 111). Siyasah Syar'iyyah adalah
sebuah disiplin yang berhubungan
dengan politik hukum dalam sebuah
negara. Secara literal, Siyasah Syar'i-
yyah berarti kebijakan yang ber-
orientasi kepada syari'ah atau pe-
merintah yang berjalan sesuai
dengan syari'ah. Dalam pengertian
yang luas ini, maka Siyasah
Syar'iyyah adalah semua kebijakan
pemerintah, baik yang terdapat
tuntunan dari syari'ah mengenai hal
itu atau tidak terdapat tuntunan
sama sekali.
Menurut para fuqaha istilah
Siyasah Syar'iyyah berarti berbagai
keputusan dan kebijakan yang
diambil oleh imam atau ulil amri
(penguasa yang mengurus urusan
umat) mengenai hal-hal yang tidak
ditentukan oleh syari'ah. Atas dasar
ini, kebijakan apapun yang mem-
bawa orang lebih dekat kepada
shalah (kebaikan dan kecocokan da-
lam hidup) dan menjauhkan orang
dari fasad (semua yang merusak)
telah melakukan siyasah (kebijakan)
yang adil, sekalipun tidak ditentu-
kan oleh Nabi SAW atau tidak diatur
oleh wahyu Ilahi.
Suatu hal yang mesti adalah
bahwa Siyasah Syar'iyyah sebenarnya
harus dilakukan tanpa bertentangan
dengan prinsip-prinsip syari'ah. Se-
mentara itu para fuqaha belakangan
menggunakan istilah ini dalam pe-
ngertian yang lebih spesifik sebagai
pelaksanaan hukuman yang ditetap-
kan oleh penguasa dan hakim untuk
melawan kejahatan dan kerusakan.
Dalam hal ini, mengutip pendapat
Ibnu Taimiyah, Rifyal Ka’bah (2005:
113) mengatakan bahwa bila sese-
orang dipercayakan kekuasaan atau
urusan orang-orang beriman, dan
selanjutnya yang bersangkutan men-
delegasikan kekuasaan ini kepada
orang lain sementara itu ia mem-
punyai orang yang lebih kompeten
untuk urusan itu, maka ia telah
mengkhianati Allah dan Rasul.
Dalam konteks Siyasah Syar'iyyah,
kebijakan yang pernah diambil oleh
pemerintahan Islam masa lalu dapat
diteruskan untuk praktek peme-
rintahan zaman sekarang, tidak
bertentangan dengan syari'ah secara
keseluruhan, dan merupakan upaya
untuk menegakkan syari'ah itu
sendiri di zaman sekarang.
Siyasah yang ditegakkan itu
harus adil. Syarat-syarat siyasah adil
di antaranya berlandaskan kepada
surat an-Nisa' ayat 58:
 اذإو اهلهأ لىإ تاناملأا اودؤت نأ مكرمأي الله نإ
 نأ سانلا ينب متمكح امعن الله نإ لدعلاب اومكتح
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ايرصب اعيسم ناك الله نإ هب مكظعي
Sesungguhnya Allah menyuruh
kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan
(menyuruh kamu) apabila menetap-
kan hukum di antara manusia supaya
kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi peng-
ajaran yang sebaik-baiknya kepada-
mu. Sesunguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat.
Istilah Siyasah Syar'iyyah juga
digambarkan melalui pernyataan
berikut ini:
The term "Siasah Shar'iyah" as
known in the law normally described
as the Islamic political thought. In
this sense, it is similar to the term
"Ahkam Sultaniyah " wich means the
rules of governing. On the other
hand, it is something known as the
Islamic government current policy
towards issues not elucidated in clear
terms in the Quran or sunnah. Siasah
shar'iyah in the second sense can be
used as a foundation for the
formulation of a govermental
administration policy provided that it
is based on public interest and not
contrary to the texs of the Quran and
sunnah in particular as well as
general matters. However, to make
sure that the policy works as it
should, a type of quality control based
on the concept of capability and
honesty should be imposed firmly on
the personnels and work involved
(Ab. Majid, 1994: 79).
Pernyataan di atas memberikan
gambaran bahwa Siyasah Syar'iyyah
juga digunakan dalam pengertian al-
ahkam sulthaniyyah (ketentuan-ke-
tentuan yang menyangkut kekuasa-
an) dan nizam al-hukm (sistem
pemerintahan). Mohammad Hashim
Kamali, seperti dikutip oleh
Mahmood Zuhdi menyebutkan bah-
wa kebijakan syari'ah dalam
pengertian luas meliputi per-
lindungan terhadap lima hal. Lima
hal tersebut adalah kehidupan,
agama, pikiran, keturunan dan harta
benda, yang juga disebut sebagai
maqashid al-syar'iyyah (maksud-
maksud syari'ah). Ini merupakan
konsensus ulama dari dahulu sam-
pai sekarang. Karena itu, pemerintah
mempunyai kekuasaan untuk men-
jaga dan melindungi nilai-nilai dan
tujuan-tujuan syari'ah. Bahkan   seba-
gian   fuqaha   menambahkan   butir
keenam kebijakan syari'ah, yaitu
pembasmian fasad.
Dalam kajian Hukum Islam
istilah Siyasah syar’iyyah dapat di-
artikan dengan: (1) Pemikiran ten-
tang politik dan perkembangan
Islam; (2) Penentuan hukum ber-
dasarkan situasi dan kondisi dalam
menjalankan pemerintahan. Penger-
tian pertama melibatkan persoalan-
persoalan tentang bentuk dan corak
pemerintahan sebuah negara Islam,
dalam pengertian umum sama
dengan istilah al-Ahklamus-Sultaniyah
yang di dalam penulisan-penulisan
Islam digunakan secara lebih meluas
dan lebih populer.
Ruang Lingkup Siyasah Syar’iyyah
Berdasarkan definisi Siyasah
Syar’iyyah yang dikemukakan sebe-
lumnya dapat dipahami bahwa
ruang lingkup Siyasah  Syar’iyyah itu
sangat luas, mencakup berbagai
aspek kebijakan yang dilaksanakan
oleh pemerintah suatu negara.
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Siyasah Syar'iyyah dapat diarah-
kan kepada penyusunan suatu atur-
an hukum. Hukum dalam arti
ketentuan-ketentuan yang berkenaan
dengan penciptaan dan pengaturan
alam semesta dan juga syariat untuk
mengatur kehidupan manusia ada-
lah ciptaan Allah. Dialah al-Malik
(pemilik kekuasaan), al-Hakim (pen-
cipta hukum), Rabb al-'Alamin (pe-
melihara alam semesta). Melalui
syari'at Islam, Allah membebani
manusia kewajiban mengaktualisasi
kodrat mereka sebagai hamba Allah
dan untuk kewajiban tersebut, Dia
memberi mereka kekuasaan sebagai
hak-hak asasi dan hak-hak politik
untuk mendayagunakan potensi
alam dan mengatur kehidupan me-
reka. Pada sisi lain, Dia juga me-
wajibkan pemerintah agar menegak-
kan hukum Allah dalam dan untuk
mengatur kehidupan masyarakat.
Untuk itu, Dia memberi kekuasaan
kepada mereka.
Kewenangan yang diberikan
Allah kepada pemerintah melalui al-
Qur'an tidak hanya terbatas pada
penerapan hukum-hukum Allah, te-
tapi juga kewenangan menemukan
aturan-aturan hukum berkenaan
dengan hal-hal yang tidak diatur
syari'at secara tegas dan rinci atau
sama sekali didiamkan untuk diatur
oleh manusia sepanjang hal itu se-
jalan dan tidak bertentangan dengan
hukum-hukum dan ajaran syariat.
Oleh karena itu, dalam sistem politik
Islam dikenal dua jenis hukum,
yakni hukum syari'at yang ber-
sumber dan al-Qur'an dan Sunnah,
dan hukum qanuni yang bersumber
dari keputusan-keputusan lembaga
pemerintahan. Secara hirarki, hukum
yang tertinggi dalam sistem ini
adalah hukum yang pertama. Dalam
kaitan ini al-Qur'an itulah yang
menjadi rujukan pokok dan pemutus
akhir untuk setiap masalah hukum.
Karena itu, kedaulatan hukum ber-
ada dalam al-Qur'an. Ini mudah
dipahami jika dikaitkan dengan ke-
dudukan al-Qur'an sebagai hukum
dan sumber hukum. Pada sisi lain,
meskipun al-Qur'an merupakan hu-
kum dasar dan sumber hukum, ia
tidak dapat dipandang sebagai
konstitusi.
Pemimpin menggunakan ke-
kuasaan politik yang dimilikinya
berdasarkan prinsip pemusatan ke-
kuasaan, pertanggungjawaban da-
lam dirinya, dan prinsip delegasi
kekuasaan. Oleh karena itu dalam
menyelenggarakan pemerintahan
kekuasaan, wali adalah kepala pe-
merintahan. Bersamanya ada lem-
baga-lembaga pemerintahan. Lem-
baga-lembaga dimaksud dapat di-
klasifikasi menjadi: (1) lembaga
legislatif (majlis taqnin), (2) lembaga
eksekutif (majlis tanfiz), dan (3) lem-
baga yudikatif (majlis qadha'i). Lem-




bukan akidah dan ritual yang tidak
diatur secara tegas oleh al-Qur'an
dan Sunnah; juga peraturan yang
berkenaan dengan pelaksanaan hu-
kum Allah. Sedagkan lembaga yang
kedua mempunyai dan menjalankan
kekuasaan untuk menerapkan hu-
kum Allah dan hukum perundang-
undangan. Lembaga yang terakhir
mempunyai dan menjalankan ke-
kuasaan untuk membela hukum-
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hukum positif dari setiap serangan
dan pelanggaran.
Berbagai tugas keagamaan pen-
ting yang ditentukan dalam al-
Qur’an dan sunnah seperti me-
ngumpulkan zakat, menghukum
tindakan kriminal, distribusi man-
faat di kalangan yang berhak me-
nerimanya dan organisasi jihad tidak
dapat terlaksana dengan sempurna
tanpa intervensi penguasa politik
yang resmi. Negara dan agama
sungguh saling berkelindan. Tanpa
kekuasaan negara yang bersifat me-
maksa, agama berada dalam bahaya.
Tanpa disiplin hukum wahyu,
negara pasti menjadi sebuah orga-
nisasi yang tiranik. Dalam Siyasah
Syar’iyyah, penegakan negara meru-
pakan tugas suci yang dituntut oleh
agama dan merupakan salah satu
perangkat untuk mendekatkan ma-
nusia kepada Allah (Jindan, 1994:
51).
Tata aturan yang ditegakkan
Nabi untuk mengatur masyarakat
dalam bernegara, jika dilihat dari
sudut ilmu politik, jelas memper-
lihatkan sifanya sebagai tata aturan
politik. Akan tetapi jika ditinjau dari
segi motivasi dan tujuannya, ia
memperlihatkan ciri agama. Walau-
pun demikian, negara yang diba-
ngun bukanlah sebuah negara
agama (teokrasi). Piagam Madinah
sebagai konstitusi awal yang
menjadi dasar penegakan negara
Madinah memperlihatkan bahwa tali
ikatan pengikat rakyat yang terdiri
dari berbagai ragam penganut
agama atau kepercayaan (Islam,
Yahudi, Nasrani, kepercayaan Jahili-
yah) ialah tali ikatan politik. Me-
nurut asbi ash Shiddiqi masalah
kebangsaan dan negara adalah ma-
salah duniawi yang dalam fiqh
disebut siyasah. Dalam masalah
siyasah, ajaran Islam (al-Qur'an dan
as-Sunnah) hanya memberikan pa-
tokan-patokan dasamya saja. Pe-
ngembangannya diserahkan kepada
ijtihad ulil Amri dan para mujtahidin
untuk melakukan tahqiq (pengkajian)
guna disesuaikan menurut dimensi
ruang dan waktu dengan tetap
berpedoman kepada pokok-pokok
yang telah ditetapkan syara'. Dengan
demikian, masalah siyasah bisa
berubah-ubah menurut dimensi
ruang dan waktu (Nourouzzaman
Shiddiqi, 1997: 166).
Mengutip pendapat al-Ghazali,
Sjechul Adi Permono (1995: 82-83)
menyebutkan bahwa ada tiga hu-
kum yang berlaku dalam negara
Islam, yaitu: (a) hukum Tuhan yang
merupakan sumber dari segala sum-
ber hukum dan mempunyai ke-
daulatan tertinggi dalam hal ini al-
Qur’an dan Sunnah, (b) hukum
moral, baik yang berasal dari hukum
Tuhan yang sudah tertulis dan
menjadi peraturan negara maaupun
yang tidak tertulis tetapi berlaku di
dalam masyarakat, (c) hukum ne-
gara, dinamakan juga hukum positif,
yaitu peraturan negara yang dite-
tapkan oleh lembaga perundang-
undangan.
Dasar dan Karakteristik Siyasah
Syar’iyyah
Untuk mengetahui dasar
Siyasah Syar’iyyah sangat erat
kaitannya dengan sumber hukum
dalam Islam. Sumber hukum dan
perundang-undangan; syari’ah, me-
nurut Ibnu Taimiyah berdasarkan
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analisis Khalid Ibrahim Jindan
adalah (1) al-Qur’an, (2) sunnah, (3)
ijma’, dan (4) qiyas (Jindan: 53).
Al-Qur’an merupakan konsti-
tusi (hukum dasar) kehidupan dunia
dan akhirat memuat prinsip-prinsip
umum dan membiarkan rinciannya
diterangkan oleh Sunnah dan ijtihad
para mujtahid sepanjang masa. Al-
Qur’an memng berbicara tentang
berbagai bidang namun hanya prin-
sip-prinsip umumnya saja, tidak
merincinya: di antara persoalan yang
dibicarakan al-Quran adalah dalam
bidang hukum perdata, hukum
pidana, hukum internasional, prin-
sip-prinsip umum hak asasi manu-
sia, dan sebagainya.
Dasar umat Islam (al-jama’ah al-
islamiyyah) adalah ajaran tauhid dan
tidak menyekutukan Allah dengan
apapun (‘adam al-isyrak). Sungguh
banyak ayat al-Qur’an yang mem-
bicarakan tentang masalah ini. Maka
dasar siyasah adalah adil dan tauhid
(al’adl wa al-tawhid). Ini artinya
bahwa suatu keadilan itu dilak-
sanakan berdasarkan prinsip tauhid,
yaitu mengikuti perintah Allah dan
menjauhi larangannya. Mentaati pe-
rintah dan larangan Allah akan
berimplikasi kepada dua hal, yaitu:
(1) melaksanakan nash, baik al-
Qur’an maupun Sunnah (al-akhz bi
al-nushush al-waridah fi al-kitab wa al-
sunnah), (2) menerapkan maqashid
syari’ah (al-akhz bi al-maqashid al-
syari’ah) (Mushthafa Kamal Washfi,
1994: 37-41).
Ulil amri punya hak untuk
membuat perundang-undangan. Un-
dang-undang itu harus selaras
dengan nash syara’ dan kaedah-ka-
edah umum yang dpat disimpulkan
dalam dua hal, yaitu: (1) dalam
bidang eksekutif, yaitu aturan-atur-
an yang memuat cara pelaksanaan
syari’ah. Undang-undang ini dike-
luarkan oleh tiap-tiap departemen
dalam batas-batas wewenangnya,
untuk melaksanakan kandungan
undang-undang, (2) dalam bidang
legislatif, yaitu aturan-aturan yang
dibuat untuk mengatur dan meng-
awasi serta memenuhi kebutuhan
masyarakat dengan berpedoman ke-
pada nash-nash syara’. Oleh karena-
nya, dalam bidang ini ulil amri tidak
berwenang membuat aturan-aturan
sendiri dan disyaratkan seluruh
aturan-aturannya supaya senada de-
ngan kaedah-kaedah umum dan
berjiwa religious (Audah, 1997: 26-
27). Kaedah-kaedah umum itu di
antaranya adalah (1) Suatu urusan
itu tergantung dengan maksudnya
(al-umur bi maqashidiha); (2) Adat
menjadi hukum/al-‘adah muhakkamah
; (3) Ijtihad tidak bisa dibathalkan
oleh Ijtihad/al-ijtihad la yunqadhu bi
al-ijtihad; (4) Tindakan pemimpin ter-
hadap rakyat hendaknya bergantung
kepada maslahat/ tasharruf al-imam
‘ala al-ra’iyyah manuth bi al-mashlahah;
dan lain-lain (al-Syahari, t.th.: 12).
Ketika perundang-undangan
yang dibuat bertentangan dengan
nash syara’, maka hukum syara’lah
yang harus diambil, sedangkan
perundang-undangan tersebut harus
dibuang. Hal ini didasarkan  atas
tiga sebab, yaitu: pertama, karena
nash-nash syara’ selamanya akan
tegak dan tidak mungkin dibuang
dalam keadaan bagaimanapun, se-
dang perundang-undangan ciptaan
manusia masih memungkinkan
untuk dibuang. Kedua, syari’ah tidak
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mengakui seluruh perundang-un-
dangan yang menyalahinya, bahkan
melarang untuk mengikuti per-
undang-undangan tersebut. Ketiga,
perundang-undangan yang berten-
tangan dengan syari’ah berarti
keluar daari fungsinya, tidak mem-
punyi tempat dan sama sekali di-
anggap tidak berlaku.
Mekanisme penyelenggaraan
sistem politik dalam pemerintahan
negara, al-Qur'an mengemukakan
empat prinsip. Empat prinsip ter-
sebut merupakan asas-asas peme-
rintahan dalam sistem politik. Empat
prinsip itu adalah seperti disebutkan
di bawah ini:
1) asas amanat;
2) asas keadilan (keselarasan);
3) asas ketaatan disiplin);
4) asas musyawarah dengan refe-
rensi al-Qur'an dan Sunnah.
Asas pertama mengandung
makna bahwa kekuasaan yang di-
miliki oleh pemerintah adalah
amanah Allah dan juga amanat dari
rakyat yang telah memberikannya
melalui bai'at. Karena itu asas ini
menghendaki agar pemerintah me-
laksanakan tugas-tugasnya dengan
memenuhi hak-hak yang diatur dan
dilindungi oleh hukum Allah, ter-
masuk di dalamnya amanat yang di-
bebankan oleh agama dan yang di-
bebankan oleh masyarakat dan per-
orangan sehingga tercapai masya-
rakat yang sejahtera dan sentosa.
Asas kedua mengandung arti
bahwa pemerintah berkewajiban
mengatur masyarakat dengan mem-
buat aturan-aturan hukum yang adil
berkenaan dengan masalah-masalah
yang tidak diatur secara rinci atau
didiamkan oleh hukum Allah. De-
ngan begitu, penyelenggaraan peme-
rintahan berjalan di atas hukum dan
bukan atas dasar kehendak peme-
rintah atau pejabat. Adanya kriteria
keadilan dalam pembuatan hukum
perundang-undangan menghendaki
agar hukum yang dibuat itu ber-
orientasi kepada fitrah atau kodrat
manusia.
Asas ketiga mengandung mak-
na wajibnya hukum-hukum yang
terkandung dalam al-Qur'an dan
Sunnah ditaati. Demikian pula hu-
kum perundang-undangan dan
kebijakan pemerintah wajib ditaati.
Kewajiban taat ini tidak hanya
dibebankan kepada rakyat, tetapi
juga dibebankan kepada pemerintah.
Oleh karena itu hukum perundang-
undangan dan kebijakan yang di-
ambil pemerintah harus sejalan dan
tidak boleh bertentangan dengan
hukum agama. Jika tidak demikian,
maka kewajiban rakyat kepada
hukum dan kebijakan yang ber-
sangkutan telah gugur, karena
agama melarang ketaatan pada
kemaksiatan (la tha’ata li makhluq fi
ma’shiyyat al-khaliq).
Sedangkan asas keempat meng-
hendaki agar hukum-hukum per-
undang-undangan dan kebijakan di-
tetapkan melalui musyawarah di
antara yang berhak. Masalah yang
diperselisihkan di antara para ang-
gota musyawarah harus diselesaikan
dengan menggunakan ajaran-ajaran
dan cara-cara yang terkandung da-
lam al-Qur'an dan Sunnah Rasulu-
llah SAW. Untuk maksud tersebut,
diperlukan rumusan metode pem-
binaan hukum perundang-undangan
dan tata cara atau mekanisme
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musyawarah yang bersumber dan
ajaran al-Qur'an dan Sunnah.
Pengelolaan Zakat
Kata "pengelolaan zakat" secara
terpisah juga mempunyai pengertian
tersendiri. Pengelolaan diartikan
dengan: (1) proses, cara, perbuatan
mengelola; (2) proses melakukan
kegiatan tertentu dengan meng-
gerakkan tenaga orang lain; (3) pro-
ses yang membantu merumuskan
kebijaksanaan dan tujuan organisasi;
(4) proses yang memberikan peng-
awasan pada semua hal yang terlibat
dalam pelaksanaan kebijaksanaan
dan pencapaian tujuan. diartikan
dengan perbuatan mengelola. Dalam
hal ini pengelolaan zakat merupakan
kata benda yang diartikan dengan
(1) jumlah harta tertentu yang wajib
dikeluarkan oleh orang yang ber-
agama Islam dan diberikan kepada
golongan yang berhak menerimanya
(fakir miskin dan sebagainya)
menurut ketentuan yang telah
ditetapkan oleh syara'; (2) Salah satu
rukun Islam yang mengatur harta
yang wajib dikeluarkan kepada
mustahik. Pengertian zakat yang di-
gunakan adalah harta tertentu yang
wajib dikeluarkan oleh orang Islam
untuk diberikan kepada yang ber-
hak. Maka pengelolaan zakat   di-




adalah ibadah keagamaan. Akan
tetapi zakat tidak seperti shalat dan
puasa yang mengandung kewajiban
individual murni. Zakat berkaitan
dengan harta kekayaan dengan
berbagai klasifikasinya. Dadi sisi
lain, zakat dipungut paksa, jika tidak
dibayarkan secara sukarela, yang
tidak terdapat pada ibadah-ibadah
lain. Hukum asal mengenai kewajib-
an zakat adalah zakat tidak wajib
kecuali atas orang muslim. Zakat
tidak diwajibkan atas non muslim,
kecuali menurut sebagian ulama
Syi'ah. Zakat merupakan kewajiban
agama yang harus dilakukan kaum
muslimin, zakat tidak dikenakan
atas warga negara non muslim
(Zahrah, 1995: 142).
Kata zakat merupakan kata
musytarak. Zakat mempunyai penger-
tian lebih dari satu yang secara
bahasa berarti; tumbuh dan suci.
Kata zakat berlaku umum bagi se-
dekah wajib, sedekah sunat, nafaqah,
ampunan dan hak. Zakat merupakan
salah satu rukun Islam yang lima ,ini
disepakati oleh seluruh ulama sebab
termasuk ajaran agama yang pen-
ting. Diperselisihkan pada tahun
berapa difardukan, kebanyakan
ulama mengatakan bahwa zakat itu
difardukan pada tahun kedua hijrah,
sebelum difardhukan puasa Ra-
madhan. Kata  zakat terdapat pada
32 tempat dalam 18 surat dalam al-
Qur’an, yaitu: QS. Al-Baqarah (2)
ayat 43,83,110,177,277; Qs. An-Nisa’
(4) ayat 77 dan 162; QS. Al-Maidah
(5) ayat 12 dan 55; QS. Al-A’raf (7)
ayat 156; QS. At-Taubah (9) ayat 5,
11, 18, dan 71; QS. Al-Kahfi (18) ayat
81; QS. Maryam (19) ayat 13, 31, dan
35; QS. Al-Anbiya’ (12) ayat 73; QS.
Al-Hajj (22) ayat 41 dan 78: QS. Al-
Mu’minun (23) ayat 4; QS. An-Nur
(24) ayat 37 dan 56: QS. An-Naml
(27) ayat 3; QS. Ar-Rum (30) ayat 30;
QS. Lukman (31) ayat 4; QS. Al-
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Ahzab (33) ayat 33; QS. Fushshilat
(41) Ayat 7; QS. Al-Mujadilah (58)
ayat 13; QS. Al-Muzammil (73) ayat
20; QS. Al-Bayyinah (98) ayat 5. Kata
zakat yang berdiri sendiri sebanyak
enam kali dan yang beriringan
dengan kata shalat sebanyak dua
puluh enam kali.
Sebagai salah satu ajaran
syari'at, zakat dalam pelaksanaannya
memperlihatkan corak yang ber-
beda. Perbedaan tersebut semakin
mencolok ketika dikaitkan dengan
berkembangnya peradaban serta me-
nyebarnya umat Islam ke berbagai
penjuru dunia. Untuk melihat ke-
dudukan perkembangan pengelola-
an zakat khususnya, sangat tepat
dirujuk kepada pelaksanaannya
pada masa awal Islam. Masa awal
Islam dalam hal ini diklasifikasikan
kepada masa Nabi dan sahabat.
Masa Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad SAW meru-
pakan utusan Allah untuk membawa
risalah islamiyah agar disampaikan
kepada seluruh umat manusia. Di
antara muatan risalah islamiyah
tersebut adalah pensyariatan zakat
bagi orang yang telah memenuhi
kriteria tertentu. Inilah kiranya yang
dipahami oleh Didin Hafiduddin,
sehingga ia menyatakan bahwa
zakat telah disyariatkan empat belas
abad yang lalu. Zakat fitrah di-
wajibkan pada tahun kedua dan
zakat mal antara tahun ketujuh atau
kedelapan hijriah (Didin
Hafiduddin, 2004: 1). Zakat disya-
riatkan karena memiliki posisi yang
sangat penting, strategis, dan
menentukan, baik dilihat dari sisi
ajaran Islam maupun dari sisi pem-
bangunan kesejahteraan umat.
Berdasarkan perkembangan se-
jarah Islam, dapat diketahui bahwa
pada masa Nabi merupakan pondasi
bagi ajaran Islam secara keseluruhan.
Bahkan, tuntunan pedoman hidup
bagi umat Islam (al-Qur’an) turun
untuk menjawab persoalan umat di
masa itu. Untuk memperjelas ke-
tentuan al-Qur’an muncul Sunnah.
Al-qur’an dan Sunnah inilah yang
menjadi rujukan dalam memutuskan
berbagai persoalan. Khusus persoal-
an zakat, terlihat sangat banyak
riwayat yang disebutkan dalam
berbagai kitab hadis.  Bahkan, dalam
al-Qur’an sendiri dalam beberapa
ayatnya, perintah zakat bergandeng-
an dengan perintah shalat. Hal ini
menunjukkan arti penting zakat se-
bagai salah satu ajaran Islam. Ini
pulalah yang digiatkan oleh Nabi
kepada umat Islam.
Pada masa Nabi SAW, zakat
benar-benar diarahkan untuk kese-
jahteraan umat. Beliau meng-
anjurkan agar dapat membebaskan
seorang yang fakir dari kefakir-
annya, karena tangan di atas lebih
baik dari tangan di bawah. Nabi
pemah mengutus Muaz ke Yaman
pada tahun kesepuluh sebelum
beliau menunaikan ibadah haji,
sebagaimana penjelasan al-Bukhari
dalam kitab Almaghaziy. Ada yang
mengatakan pada akhir tahun ke-
sembilan, sekembali Nabi dari
perang Tabuk. Ada juga yang me-
ngatakan pada tahun kedelapan,
setelah pembukaan kota Mekkah.
Inilah yang tergambar dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Bukhari
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berbunyi sebagai berikut (Ibnu
Hajar, 1959: 4):
 نب ءايركز نع دلمخ نب كاحضلا مصاعوبأ انثدح
 بىأ نع ىفيص نب الله دبع نب ييح نع قاحسإ
 ص بينلا نأ امهنع الله يضر سابع نبإ نع دبعم
 لاقف نميلا لىإ هنع الله يضر اذاعم ثعب م
 الله لوسر نىأو الله لاإ هلإ لا نأ ةداهش لىإ مهعدأ
ضترفا الله نأ مهملعاف كلاذل اوعاطأ مه نإف
 درتو مهئاينغأ نم ذخؤت ملهاومأ فى ةقدص مهيلع
(ىراخبلا هور) مهئارقف ىلع
Abu ‘Ashim al-Dhahhak bin Makhlad
menceritakan dari Zakaria bin Ishaq
dari Yahya bin 'Abdullah bin Shaifiy
dari Abi Ma 'bad dari Ibn "Abbas
RA, bahwa Nabi SAW mengutus
Mu'az ke Yaman, Nabi berkata:
serulah mereka untuk mengakui
bahwa tiada Tuhan melainkan Allah
dan aku adalah utusan Allah, jika
mereka mentatatinya maka beri-
tahukan kepada mereka bahwa Allah
telah mewajibkan zakat atas harta
mereka yang diambil dari orang kaya
diberikan kepada kelompok yang fakir.
Nabi mempunyai kekuasaan
atau wewenang untuk memungut
zakat dari harta kaum muslimin dan
membaginya. Wewenang itu ada
yang langsung beliau lakukan sen-
diri atau oleh wakilnya. Rasulullah
sudah menjelaskan maksud peng-
utusan Mu'az adalah untuk men-
jelaskan cara mencapai kebahagiaan
duniawi dan ukhrawi. Sabdanya:
turaddu ala fuqara'ihim (zakat itu
dikembalikan/diberikan kepada
orang-orang fakir di antara mereka)
itu dapat dijadikan dalil bahwa
pengeluaran atau pembagian zakat
itu cukup kepada salah satu macam
saja.
Pada zaman Nabi segala yang
menyangkut urusan zakat selalu
diurus dan ditangani oleh beliau
dengan dibantu sahabat-sahabatnya.
Dalam bertindak sebagai penyuluh
dan pembimbing ibadah zakat beliau
selalu memandang bahwa zakat bu-
kan hanya sebagai kebaikan perse-
orangan semata, tetapi merupakan
suatu perwujudan hidup bermasya-
rakat. Dalam pembagian zakat beliau
membentuk badan amil yang peng-
gunaannya sesuai dengan prinsip
sebagaimana tersebut dalam al-
Qur'an dengan disesuaikan situasi
dan kondisi masyarakat pada waktu
itu. Seperti untuk membiayai
tempat-tempat ibadah, tentara, men-
jinakkan hati orang kafir agar masuk
Islam, membayar hutang dan me-
merdekakan budak.
Beberapa sahabat yang diutus
oleh Nabi untuk memungut zakat
adalah; (1) Uyainah bin Hisn diutus
ke Bani Tamim; (2) Buraidah Bin
Hasib di utus ke Bani Aslam dan
Bani Ghifar, menurut satu pendapat
yang diutus adalah Kia’ab Bin Malik;
(3) Abbad bin Bisyr Asyhali diutus
ke Bani Sulaim dan Bani Muzainah;
(4) Rafi’ bin Makis diutus ke Bani
Juhainah; (5) Amr bin Ash diutus ke
Bani Fazarah; (6) Dhahhak bin
Sufyan al-Kilabi diutus ke Bani
Kilab; (7) Busr bin Sufyan al-Ka’bi
diutus ke Bani Ka’ab; (8) Ibnu
Lutibah Azdi diutus ke Bani
Zibyan(al-Qardhawi, 1991: 117).
Pembayaran zakat di masa
Rasul sangat tepat, apalagi kalau
ditinjau dari pendapat Syeichul Hadi
Permono mengatakan, pengelolaan
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zakat itu merupakan tugas kene-
garaan. Ia harus dikelola oleh peme-
rintah yang sah menurut pandangan
Islam (1992: 154). Landasan pemikir-
an terhadap hal ini adalah firman
Allah dalam surat at-Taubah ayat
103 yang berbunyi:
 اللهو مله نكس كتلاص نإ مهيلع لصو
ميلع عيسم
Ambillah zakat dan sebagian harta
mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan menyucikan me-
reka, dan mendo’alah untuk mereka.
Sesungguhnya do'a kamu itu
(menjadi) ketentraman jiwa bagi
mereka. Dan Allah Maha Mendengar
lagi Maha Mengetahui.
Ayat di atas menjelaskan hak
negara untuk memungut zakat.
Tuntutan dalam ayat tersebut ber-
sifat umum untuk semua orang yang
memimpin urusan umat Islam al-
Hanif, 1995: 324). Usman Husein
Abdullah (1989: 27) menyatakan
bahwa negara harus memelihara
hukum-hukumnya dan bertang-
gungjawab terhadap pengeluaran
zakat, pengelolaan, serta pendaya-
gunaannya.
Nabi Muhammad sebagai
Rasul dan sekaligus sebagai kepala
pemerintahan yang didukung oleh
para sahabat pada waktu itu, me-
naruh perhatian yang sangat ter-
hadap pengurusan zakat ini. Sebab
pengelolaan zakat berdasarkan pada
prinsip-prinsip pengaturan yang
baik, jelas akan lebih meningkatkan
manfaatnya yang nyata bagi kesejah-
teraan masyarakat. Karena itulah
Rasulullah dan Khulafa’ Rasyidun
terutama khalifah Abu Bakar sebagai
pengendali pemerintahan secara
langsung mengatur pelaksanaan
zakat. Khalifah Umar meneruskan
kebijaksanaan-kebijaksanaan ini
antara lain dengan mendirikan baitul
mal, yaitu lembaga dana umum.
Masa Sahabat
Sepeninggal Nabi, para khali-
fah berkeyakinan bahwa pengum-
pulan zakat itu adalah wewenang
penguasa, bahkan sebagai kewajib-
annya. Orang-orang yang menen-
tang zakat diperangi, sebab zakat
merupakan indikator ketaatan. Zakat
ditegakkan untuk memelihara umat
dari kefakiran dan berbagai baha-
yanya, dan melindungi negara Islam
dari fitnah-fitnah yang menyesatkan
yang muncul dari dalam dan datang
dari luar. Ibnu Abidin menjelaskan
bahwa landasan penarikan zakat
adalah kekuasaan penguasa demi
melindungi umat (Abu Zahrah, 1994:
135).
Karena penguasa adalah yang
mengurusi pengumpulan zakat,
maka tunduk kepada penguasa dan
menunaikan zakat dianggap sebagi
bukti ketaatan dan kesetiaan jamaah.
Karena Itulah Abu Bakar memerangi
orang-orang yang enggan membayar
zakat dan hanya menjalankan shalat.
Beliau berkata: "Demi Allah, apabila
mereka menghalangi aku mengambil
tali sorban yang pernah mereka
serahkan kepada Rasulullah, niscaya
aku perangi mereka karenanya."
Ketika Umar mencoba menghalangi
perbuatan Abu Bakar dalam men-
cegah pemisahan shalat dan zakat,
Abu Bakar sangat marah dan me-
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megang jenggot Umar seraya ber-
kata "Ibumu kehilangan engkau hai
Umar bin Khattab. Bagaimana
engkau gagah berani pada masa
Jahiliyah tetapi penakut pada masa
Islam? Tekad Abu Bakar memerangi
mereka semakin kokoh sampai
mereka menyerahkan zakat. Sampai-
sampai Abu Bakar berkata: Demi
Allah sekalipun akau sendirian, aku
akan terus memerangi mereka
sampai aku binasa. "Prinsip Abu
Bakar ini diresume oleh para sejara-
wan, bahwa Abu Bakar menetapkan:
tunduk dengan penuh penyerahan
atau perang dengan resiko peng-
usiran, yakni tunduk dengan menu-
naikan ketaaatan dan melepaskan
din dari fanatisme Jahiliyah dan
menjalankan apa yang harus dijalan-
kan dalam membangun negara,
termasuk zakat, atau keluar dari
kawasan negara, karena apabila
mereka tidak taat melaksanakannya,
terjadi perang yang akan mengusir
mereka (Abu Zahrah, 1994: 154).
Prinsip Abu Bakar dalam pe-
ngelolaan zakat dapat diungkapkan,
di antaranya melalui riwayat berikut
ini (al-Bukhari, t.th.: 511):
 برخأ لاق عفان نب مكلحا ناميلاوباانثدح بيعش ان
ب الله ديبع لاق ىرهزلا نع ةزحم بىأ نب الله دبع ن
الله يضر ةريره انا نأ دوعسم نب ةبتع نب لاق هنع
م ص الله لوسر فيوت الم الله يضر ركب وبا ناكو
ضر رمع لاقف برعلا نم رفك نم رفكو هنع الله ي
الله لوسر لاق دقو سانلا لتاقت فيك هنع م ص
الله لاا هلإ لا لوقي تىح سانلا لتاقا نا ترمأ
لاا هسفنو هلام نيم مصع دقف الهاق نمف هقبح
 الله ىلع هباسحو
Abu al-Yaman al-Hakam bin Nafi’
berkata, Syuaib bin Abi hamzah
menceritakan dari al-Zuhri, berkata
‘Ubaidillah bin Abdillah bin ‘Utbah
bin Mas’ud bahwa Abu Hurairah RA
berkata: “Tatkala Rasulullah SAW
meninggal, kemudian Abu Bakar
menjadi khalifah, menjadi kafir
beberapa orang dari bangsa Arab,
Maka berkatalah Umar, mengapa
kamu memerangi manusia dan Rasul
telah menyebutkan, “aku disuruh
memerangi manusia sampai ia
mengucapkan la-ilaha Illallah, siapa
yang mengucapkannya maka harta
dan dirinya sudah memperoleh per-
lindungan dari saya dan perhi-
tungannya diserahkan kepada Allah.
Setelah beliau, para sahabat
meneruskan usaha beliau dan me-
ngumpulkan zakat melalui para
penguasa yang mereka angkat untuk
mengurusinya, kemudian para pe-
nguasa itu membagikannya kepada
orang-orang yang berhak menerima-
nya. Akan tetapi pada masa pe-
merintahan Usman bin Affan banyak
sekali harta benda yang masih
terkumpul di tangan para sahabat,
padahal baitul mal sudah penuh.
Usman kemudian mengumpulkan
zakat harta benda yang nampak saja
dan membiarkan harta benda yang
tidak nampak di tangan para
pemiliknya. Harta benda yang
nampak itu ialah hewan pemeli-
haraan seperti unta, sapi dan kam-
bing, tanaman dan buah-buahan,
sedangkan harta benda yang tidak
nampak ialah uang dan barang-
barang dagangan yang bergerak.
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Pada zaman khalifah Utsman,
awalnya pengumpulan zakat dilak-
sanakan oleh pemerintah, akan
tetapi setelah persolannya demikian
banyak dan luas karena banyaknya
orang berzakat maka pelaksana-
annya diserahkan kepada masing-
masing yang berzakat (Depag,
1984/1985: 359). Mengenai kebijak-
sanaan Usman ini, para fukaha ber-
pendapat bahwa Usman mewakil-
kan kepada pemilik harta itu untuk
menyampaikan sendiri kepada kaum
fakir miskin. Karena itu apabila
penguasa mendapat bukti bahwa
penduduk suatu kota atau desa tidak
mau menunaikan zakat harta-harta
mereka yang tidak nampak, ia ber-
hak memaksa mereka dan mengum-
pulkan harta itu, karena mereka
melanggar syarat perwakilan ter-
sebut. Zakat tidaklah beralih dari
suatu kewajiban formal yang meng-
ikat di dunia kepada kewajiban
moral keagaman saja, kecuali apabila
baitul mal tidak berfungsi dan para
penguasa tidak berlaku adil.
Sebagian fuqaha menetapkan
bahwa zakat wajib dibagikan kepada
delapan kelompok tersebut, yakni
setiap kelompok ditentukan bagian-
nya seperdelapan. Apabila tidak
semua kelompok didapatkan, zakat
diberikan kepada kelompok yang
ada saja. Pada masa kekhalifahan-
nya, Umar ibn al-Khattab mengambil
kebijaksanaan untuk tidak meng-
alokasikan zakat kepada muallaf-
muallaf yang pada masa Nabi dan
Abu Bakar diberi bagian. Umar tidak
menganggap bahwa hal itu merupa-
kan hak yang harus diberikan
kepada mereka, dan karena ia me-
lihat muallaf-muallaf pada masanya
itu tidak lagi ada. Akan tetapi kalau
mereka ada pada masa lain mereka
haras diberi bagian.
Sebagian fuqaha menyatakan
bahwa imam (penguasa) bebas un-
tuk mengalokasikan zakat, dengan
pertimbangan sesuai dengan kebu-
tuhan yang ada. Tidak mungkin
kaum fakir miskin dihalangi dari
menerima zakat, bahkan zakat di-
mulai dari mereka. Menginfakkan
zakat kepada mereka akan mem-
perkuat negara. Nabi bersabda:
"Carilah Aku dalam orang-orang
lemah (dhuafa') di antara kalian,
karena sesungguhnya kalian dito-
long dan diberi rezeki dengan orang-
orang lemah di antara kalian itu”.
Setelah kaum fakir miskin zakat
diberikan kepada para tentara.
Para Khulafa’ Rasyidun sangat
menginginkan agar tidak ada orang
yang fakir di muka bumi ini kecuali
mereka diberi nafkah. Sebagai per-
bandingan dengan masa sahabat ini
dapat dikemukakan kebijakan yang
dilakukan oleh khalifah Umar Bin
Abdul Aziz, seorang khalifah yang
ketika pemerintahannya Islam men-
capai puncak kejayaan di berbagai
bidang kehidupan. Umar seringkali
bepergian dengan membawa harta
kekayaan untuk diberi kepada
orang-orang yang membutuhkan,
dia mencari dan kemudian memberi
mereka harta.
Penanggungjawab zakat di
Afrika melapor kepada Khalifah
Umar Bin Abdul Aziz: "Tidak ada
lagi orang fakir di Afrika, sedangkan
kas zakat penuh harta". Khalifah
kemudian memerintahkannya untuk
menutupi hutang orang-orang yang
terlibat hutang, lalu ia melunasi
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semua hutang hingga tidak ada lagi
orang yang berhutang yang tidak
dilunasi hutangnya. la kemudian
melapor lagi kepada khalifah bahwa
di baitul mal masih terdapat banyak
harta. Khalifah kemudian meme-
rintahkannya untuk membeli budak-
budak dan memerdekakannya.
Kebijakan-kebijakan yang di-
laksanakan pada masa Nabi dan
sahabat inilah di antaranya yang
menginspirasi pemahaman para
ulama belakangan bahwa zakat ha-
rus dikelola dan membutuhkan ke-
terlibatan negara. Bahkan banyak
ulama yang berpendapat bahwa




Siyasah syar’iyyah tentang pe-
ngelolaan zakat pada masa awal
Islam sangat menjunjung tinggi
prinsip keadilan dan kesejahteraan,
serta selalu memprioritaskan pe-
rintah Allah dibandingkan pertim-
bangan dan kepentingan lainnya.
Pengelolaan zakat pada masa
Rasulullah adalah dilaksanakan oleh
rasul sendiri dan dibantu oleh para
sahabat. Rasul telah mengutus bebe-
rapa orang sahabat untuk me-
mungut zakat ke berbagai daerah.
Bahkan di masa kepemimpinan Abu
Bakar Siddiq, sebagai khalifah beliau
dengan tegas mengeluarkan kebijak-
an memerangi orang yang tidak mau
membayar zakat. Adanya kelong-
garan yang diterapkan oleh khalifah
Usman bin Affan dalam pemungut-
an zakat tidak mengurasi arti bahwa
Negara berwenang untuk mengelola
zakat.
Saran
Agar siyasah syar’iyyah tentang
pengelolaan zakat di Indonesia di-
sempurnakan sesuai dengan tuntun-
an syari'at melalui jalur siyasah yang
bermuara kepada keadilan sebagai-
mana terlihat pada masa awal Islam
sehingga sasaran yang dituju dalam
pengaturan tentang pengelolaan
zakat dapat diimplementasikan.
Siyasah dimaksud adalah Siyasah
Syar’iyyah dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Disarankan juga
agar kelemahan dalam kebijakan
pengelolaan zakat segera direvisi, di
antaranya adalah belum adanya oto-
ritas sosial, dukungan politis dan
yuridis dalam pelaksanaan zakat.
Janganlah pelaksanaan zakat dise-
rahkan sepenuhnya kepada kerelaan
umat.
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